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TENTAITG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELIINJA DAERATI
TATIUN ANGGARAN 2OL4

DEITGAIT RAIIMAT TI'HAN YANG MAIIA ESA

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Perahrran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh persehrjuan bersama, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OL4;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah L,aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0Ol;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



7.

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
I25, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44371 sebagaimana telah diubakr beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintalran Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48441;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah h:sat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun
2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dart
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44L61, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pembahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O04 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pennrakilan Ralryat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47 , Tartbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7 L2l;

Peraturan Pemerintakr Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanarr Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAS Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 450.21 sebagaimana telatr diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tatrun 2OL2 tentang
Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor LT L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor L37, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45751;

Peratura.r:r Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telalr diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keu€rngan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor I4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Takrun 2OO5 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tantbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6Ial;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OOT tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;

2O.Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2OLO tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 1 1 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang Hibah
Daerah, (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor
5, Tambahan LembararL Negara Republik Indonesia Nomor 5272l.;

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OOT tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Pemndang-
undangan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimarua telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturErn Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l Tahun 2OLL tentang Perrrbatran Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O I 1 Nomor 31O);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Talrun 2OIl tentang
Pembentukan Produk Hulmm Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 6941.
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TETTIIUSKAIT:

MenetapKan :PERAIURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL4
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Surplus / (Defisit) (Rp. I72.OOO.OOO.OOO,OO)

Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp. 193.600.000.000,00
b. Pengeluar€rn Rp. 2L.6OO.OOO.OO0,OO

Pembiayaan Netto Rp. L72.OOO.OOO.OOO,OO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan : Rp. o,oo

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Daeratr sejumlah Rp. 35.942.164.332,OO
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 692.037.575.464,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

Rp. 1 93 .895.279.OO0,OO

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurrrf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp.7.O2I.0OO.OO0,O0
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp.2 .94I.164.332,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerakr yang Dipisahkan sejumlah

Rp. 3.28O.OOO.OOO,OO
d. L"ain-lain Pendapatan Asli Daeratr yang Sah sejumlatr

Rp. 22.7OO.OOO.OOO,OO

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huntf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagr Hasil PajaklBagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp. 235.926.828.464,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 4L6.564.O87,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 39.546.660.000,00

Rp. 92L.875.018.796,00
Rp. 1 .O93.875.O 18.796,OO



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. SO.OOO.OOO.OOO,OO
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya sejumlah Rp. 92.438.OOO.OOO,O0
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

Rp.5 L.457 .279.0O0,0O

Pasd 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 419.056.951 .2I4,OO
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 674.8L8.O67.582,0O

(21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) hurlf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 366.546.7L2.281,00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 15. 157.405.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.500.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa sejumlah Rp. 977.714.433,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 406.741.500,00
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.OO0.OOO.0OO,OO
g. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 29.468.378.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 2I.116.977.525,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.264.514.383.5O9,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 389.186.706.548,00

Pesal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri
dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 193.600.000.000,00
b. Pengeluar€rn Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 2t.600.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA) sejumlah Rp. I9O.OOO.OOO.OOO,OO

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.600.000.000,00
c. Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi/Penyertaan Modal

sejumlah Rp. 1.00O.0OO.O00,OO

(3) Pengeluar€rn Pembiayaan Daerah sebagaim€rna dimaksud pada ayat
(1) hurlf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 19.OOO.OOO.OOO,0O

b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.600.000.000,00



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, tercantum dalam L^ampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD Menunrt Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD Menumt Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaar:;

4- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapiturlasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintalran Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

1O. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurang€rn
Aset Lainnya;

1 1. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;

12.Lartpiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaba.ran Anggaran Pendapatarr
darr Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL4 diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah
Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
ggal 31 Desember 2OL3
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DATRATI KABIIPATIN TAPIII,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR?2


